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ABSTRAK 

Sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia merupakan pajak, yang mempunyai potensi besar 

dalam mendukung program kerja pemerintahan dalam melakukan perubahan tujuan dari 

pemerintah dapat tercapai. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada wajib pajak yang memiliki 

kewajiban dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri dan 

konsisten. Namun, pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang membuat NPWP untuk 

mendapatkan haknya tanpa memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menguji dan menganalisis pengaruh penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas 

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi survai pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Karawang. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

dari menyebar pernyataan atau pertanyaan angket (kuesioner) kepada wajib pajak orang pribadi 

dengan bentuk google form. Dalam penelitian ini digunakan sampel 100 dengan metode simple 

random sampling. Metode statistik yang digunakan adalah linear regresi berganda dengan 

menggunakan IBM SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

Kata kunci : Penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib 

pajak. 

 

 

ABSTRACT 

The largest source of income in the State of Indonesia is taxes, which have great potential in 

supporting government work programs in making changes to the goals of the government to be 

achieved. Taxpayer compliance can be seen in taxpayers who have the obligation to calculate, 

deposit and report their payable taxes independently and consistently. However, in reality there are 

still taxpayers who make NPWP to obtain their rights without fulfilling their tax obligations. The 

purpose of this study was to test and analyze the effect of applying tax law, tax sanctions, and the 

quality of tax authorities' services on individual taxpayer compliance surveys at the KPP Pratama 

Karawang office. In this study using primary data obtained from distributing statements or 

questionnaires to OP taxpayers using the Google form. In this study used a sample of 100 with 

simple random sampling method. The statistical method used is multiple linear regression using 

SPSS 26. The results of this study indicate that the application of tax laws has no significant effect 

on taxpayer compliance, tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance, 

and the quality of tax authorities' services has a significant positive effect on individual taxpayer 

compliance. 

 

Keywords: Application of tax law, tax sanctions, quality of service from tax authorities, taxpayer 

compliance. 
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PENDAHULUAN 

KPP Pratama Karawang adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak 

(DJP) yang bertugas melaksanakan pelayanan pada bidang perpajakan kepada 

masyarakat. Pajak merupakan pendapatan terbesar dalam penerimaan Negara. 

Dalam situasi ini, pemerintah selalu berupaya meningkatkan potensi penerimaan 

pajak yang besar, maka dari itu wajib pajak harus taat dan ikut serta membantu 

pemerintahan dan Negara dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) penerimaan pajak 

diharapkan tidak menurun melainkan dapat meningkat setiap tahunnya, sebab hal 

ini sangat mempengaruhi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), 

(Alfarisi & Mahpudin, 2020). 

Dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai 

banyak kendala diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah 

sehingga wajib pajak berusaha membayarkan pajaknya lebih kecil dari pada 

seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dan 

membayar kewajiban pajaknya. Melalui Aparat pajak yang professional diharapkan 

mampu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan adanya kontrol maka 

kesempatan melakukan penghindaran pajak oleh wajib pajak, apapun caranya, 

dapat dicegah. Kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara 

bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan 

berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak, (Fakhrana & N, 2018). 

Penerapan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang 

melibatkan perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan 

evaluasi hukum. Hukum pajak merupakan aspek penting dalam penerapan hukum 

yang mengatur hubungan negara, orang pribadi, dan suatu badan yang memiliki 

kewajiban membayar pajak, yang berada dalam wewenang pemerintah. Tujuannya 

untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan perpajakan serta 

menelaah kondisi kesanggupan masyarakat membayar pungutan pajak, (Larasati, 

2022). Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.  

Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak bukan hal yang mudah untuk 

direalisasikan. Maka untuk data awalnya dapat ditunjukkan data mengenai 
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persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang 

dalam menyampaikan SPT tahun 2018 – 2022 berikut ini : 

 

 

Berdasarkan tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa terjadinya suatu 

kondisi yang fluktuatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Karawang, Pada tahun 2018-2019 jumlah tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi meningkat sebesar 5.8%, lalu pada tahun 2019-2020 juga 

mengalami peningkatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

mencapai 19.5%, lalu pada tahun 2020-2021 jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi menurun sebesar 2.07%, lalu pada tahun 2021-2022 jumlah tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun sebesar 84.12%. 

Hal diatas tentu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut penelitian 

(Alfarisi & Mahpudin, 2020), mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu 

Negara, kemauan dan kesadaran wajib pajak, serta kualitas penerapan hukum 

perpajakan berupa sanksi perpajakan. Maka dari itu, otoritas pajak harus melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak 

dilakukan karena masih banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang 

pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Berikut disajikan tabel pembayaran 

tunggakan pajak periode 2018-2022, sebagai berikut : 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Karawang jumlah tunggakan pajak yang tercatat di seksi penagihan dari tahun 2018 

sampai dengan tahun 2022 mencapai Rp. 98 miliar sedangkan jumlah yang 

dibayarkan hanya Rp. 64 miliar atau hanya 65% nya yang dibayarkan. Hal itu 

disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya 

atau tidak memahami dengan baik peraturan dan tata cara pembayaran pajak. 

Kurangnya kesadaran atau kurangnya edukasi mengenai pentingnya membayar 

pajak dapat menyebabkan beberapa wajib pajak mengabaikan atau menghindari 

kewajiban pajaknya. Adapun faktor lain yaitu krisis ekonomi, pengangguran, atau 

kondisi keuangan yang buruk pada sektor usaha tertentu dapat menyebabkan wajib 

pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. 

Berdasarkan tabel penelitian-penelitian terdahulu oleh para peneliti di atas 

menyimpulkan bahwa hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen tidak tetap. Hal ini dipengaruhi oleh berbedanya penelitian dan tahun 

penelitiannya. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk meneliti kembali 

mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Keterbaruan judul pada penelitian ini yaitu penerapan hukum pajak, sanksi 

perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan 

pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 

perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan 

kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang 

tidak membayar pajak. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih banyak 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang yang tidak taat membayar 
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pajaknya, artinya masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak memahami 

peraturan hukum pajak dan sanksi perpajakan. Maka adanya kebijakan peraturan 

dan pemahaman mengenai system E-SPT melalui apparat pajak (fiskus) akan 

sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Karawang, selain itu terdapat fenomena Research dan Gap Research yang 

telah disebutkan diatas terdapat perbedaan dan kesenjangan dari hasil penelitian 

terdahulu. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif atau data primer melalui 

pertanyaan (kuesioner) yang diisi oleh pelaku wajib pajak orang pribadi. Penelitian 

ini dimulai bulan Februari 2023 hingga selesainya proses penelitian. Variabel 

independen yaitu penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas 

pelayanan fiskus, untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

di KPP Pratama Karawang. Untuk penentuan sampel menggunakan metode simple 

random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin, sehingga di 

dapat sampel sebanyak 100 sampel. 

Instrument penelitian ini adalah pernyataan maupun pertanyaan yang 

dibagikan kepada pihak wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan perhitungan statistic dengan memakai program data 

yang diolah menggunakan software IBM SPSS 26. Berdasarkan jumlah 

variabelnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian multivariate. Pada 

penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis 

regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil pengelolaan data statistik deskriptif oleh SPSS 26 pada variabel 

independent serta variabel dependen pada penelitian ini dengan jumlah sampel 100  
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yang diperoleh dengan mengunakan pendekatan simple random sampling 

ditunjukan pada hasil dibawah ini : 

Berdasarkan hasil uji tersebut tentang hasil analisis statistik deskriptif 

variabel menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

100 sampel. Pada variabel Penerapan Hukum Pajak nilai terkecil adalah 15 dan nilai 

terbesar adalah 29 serta nilai rata-rata 24,96. Pada variabel Sanksi Perpajakan nilai 

terkecil adalah 17 dan nilai terbesar adalah 30 serta nilai rata-rata 25,13. Pada 

variabel Kualitas Pelayanan Fiskus nilai terkecil adalah 15 dan nilai terbesar adalah 

30 serta nilai rata-rata 24,99. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

nilai terkecil adalah 19 dan nilai terbesar adalah 30 serta nilai rata-rata 26,77. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Hasil dari pengujian normalitas residual menggunakan Kolmogrov- 

Smirnov Test didapatkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk 

Unstandardardized Residual adalah 0,200. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

nilai signifikan > 0,05 yakni 0,200 > 0,05 yang dapat diartikan data berdistribusi 
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normal karena data memenuhi syarat uji normalitas data. 

 

Uji Multikolinearitas 

Hasil uji diatas menunjukkan bahwa semua variabel independent 

mempunyai nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Variabel 

Penerapan Hukum Pajak nilai tolerance 0,709 dan nilai VIF sebesar 1.410. Variabel 

Sanksi Perpajakan nilai tolerance diatas 0,701 dan nilai VIF sebesar 1.427. Variabel 

Kualitas Pelayanan Fiskus nilai tolerance diatas 0,668 dan nilai VIF sebesar 1.497, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji asumsi multikolinearitas ini 

menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
 

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023) 

Hasil uji heteroskedastisitas di grafik scatterplot tersebut menunjukkan data 

tersebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya indikasi heteroskedastisitas. 
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Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Berdasarkan tabel diatas sehingga model persamaan regresi linear berganda 

 
yaitu : 

Dalam pembuatan persamaan diatas, bisa dilihat dari tabel Coefficients di kolom 

B di Unstandardized Coefficients yang mana mendapatkan hasil : 

 a = angka Constant pada Unstandardized Coefficients 

Koefisien konstanta pada penelitian ini sebanyak 14,981 bernilai positif, hal ini 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan 

bernilai 14,981 apabila variabel Penerapan Hukum Pajak (X1), Sanksi Perpajakan 

(X2), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) bernilai konstan atau nol. 

 b = angka koefisien regresi Penerapan Hukum Pajak, Sanksi Perpajakan, 

dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Variabel Penerapan Hukum Pajak pada penelitian ini mempunyai koefisien 

regresi senilai 0,068. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan satu satuan variabel Penerapan Hukum Pajak dengan asumsi variabel lain 

tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,068. 

Variabel Sanksi Perpajakan pada penelitian ini mempunyai koefisien regresi 

0,210. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu 

kesatuan variabel sanksi perpajakan dengan asumsi variabel lain tetap, maka 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,210. 

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus pada penelitian ini mempunyai koefisien 

regresi 0,192. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap 

kenaikan satu kesatuan variabel kualitas pelayanan fiskus dengan asumsi variabel 

lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,192. 
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Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan nilai adjusted 𝑅2 adalah 0,219, hasil 

tersebut dapat disebutkan bahwa variasi variabel independen dalam mempengaruhi 

model persamaan regresi adalah sebesar 21,9% dan sisanya sebesar 78,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam model regresi ini. 

Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis Hubungan Parsial (Uji t) 
 

a. Uji t pada penerapan hukum pajak (X1) 

Uji t terhadap penerapan hukum pajak (X1) didapatkan nilai signifikan 

sebesar 0,558 lebih besar > dari 0,05, maka secara parsial indikator 

penerapan hukum pajak (X1) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini berarti bahwa 

kurangnya diterapkan hukum pajak maka wajib pajak tidak patuh dalam 

hal kewajibannya atau dalam hal pembayaran pajaknya. 

b. Uji t pada sanksi perpajakan 

Uji t terhadap sanksi perpajakan (X2) didapatkan nilai signifikan sebesar 

0,008 lebih kecil dari < 0,05, maka secara parsial indikator sanksi 

perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan sangat diperlukan 
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dalam perpajakan agar tercipta kedisiplinan pada wajib pajak orang 

pribadi dalam membayar pajak. 

c. Uji t pada kualitas pelayanan fiskus (X3) 

Uji t terhadap kualitas pelayanan fiskus (X3) didapatkan nilai signifikan 

sebesar 0,031 lebih kecil < dari 0,05, maka secara parsial indikator 

kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

fiskus sangat penting dalam perpajakan agar wajib pajak nyaman saat 

membayar pajak. 

Uji Hipotesis Hubungan Simultan (Uji F) 
 

Berdasarkan tabel diatas , dalam menentukan bahwa hasil nilai Ftabel yaitu 

dengan menggunakan db pembilang k-1 = 3-1, dan db penyebut n-k = 100-3. 

Sehingga didapatkan db pembilang 2 dan db penyebut 97 maka diperoleh Ftabel 

sebesar 2,70. Tabel diatas menunjukkan bahwa Fhitung memiliki nilai 10.249 untuk 

Ftabel memiliki nilai 2,70 , maka Fhitung > Ftabel atau 10,249 > 2,70. Kemudian 

didapatkan kesimpulan bahwa seluruh variabel independent (X1, X2, X3) 

mempengaruhi signifikan dengan bersamaan pada variabel dependen (Y). 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Penerapan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

 Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa H1 ditolak, 

artinya penerapan hukum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini 

berarti ketika penerapan hukum tidak berjalan dengan baik maka tidak 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak dan 
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pelaksanaan kewajibannya. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi, maka penerapan hukum 

pajak dikategorikan dalam penyebab eksternal dikarenakan terdapat pengaruh 

persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap 

ketaatan pajak. Karena penyebab faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi 

wajib pajak dalam mengambil keputusan dalam bertindak. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian (Aji et al., 2021) yang menunjukkan bahwa penerapan 

hukum pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Awwalina Farihin Yadinta et al, 2018), 

(Suryaputri & Averti, 2019), (Wulan, 2018) menunjukkan bahwa penerapan hukum 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa H2 diterima, 

artinya sanksi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini berarti sanksi sangat 

diperlukan dalam perpajakan agar tercipta kedisiplinan pada wajib pajak orang 

pribadi dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, maka 

sanksi perpajakan dikategorikan dalam penyebab eksternal dikarenakan terdapat 

pengaruh persepsi wajib pajak selama proses penilaian mengenai perilaku 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Sanksi pajak 

dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mendukung agar wajib pajak mematuhi 

peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi 

wajib pajak untuk taat pajak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020), 

(Purwadi, 2019), (Winda & Sujana, 2020) bahwa sanksi perpajakan secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Saiful, 2019), (Indrianti et al., 2022) 

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 
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Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya 

kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Penelitian ini sejalan dengan 

teori atribusi, kualitas pelayanan fiskus dikatakan sebagai penyebab eksternal 

karena hal ini dilakukan oleh apparat pajak sehingga dapat memengaruhi persepsi 

wajib pajak dalam bersikap atau akibat dari paksaan situasi. Fiskus yang kompeten 

dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga wajib 

pajak merasa puas dan dapat menumbuhkan rasa percaya kepada wajib pajak dalam 

membayarkan kewajibannya. Dalam memenuhi kewajibannya sebagai fiskus 

hendaknya memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan wajib pajak. 

Pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik 

dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Purwadi, 2019), (Fakhrana & 

N, 2018) bahwa kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disisi lain penelitian yang 

dilakukan oleh (Rianty & Syahputepa, 2020) menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

 

Pengaruh Penerapan Hukum Pajak, Sanksi perpajakan, dan Kualitas 

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel uji F menunjukkan bahwa 

ketiga hipotesis diterima, yaitu berarti penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, 

dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hubungan antara teori 

atribusi dengan penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan 

fiskus, karena teori atribusi relevan mampu menjelaskan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulan, 

2018), (Purwadi, 2019), (Fakhrana & N, 2018) yang menyatakan bahwa variabel 

penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara 
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simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya 

tentang pengaruh penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas 

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 

karawang periode 2018-2022. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian secara parsial (uji t) penerapan hukum pajak (X1) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) 

pada KPP Pratama Karawang. Hal ini disebabkan karena penerapan hukum 

pajak di KPP Prtama Karawang belum tercapai dikarenakan banyak wajib 

pajak orang pribadi tidak sepenuhnya menyadari aturan dan persyaratan pajak 

yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun penerapan hukum pajak dilakukan 

secara ketat kepada wajib pajak mungkin kepatuahan wajib pajak tetap rendah 

karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku. 

2. Hasil penelitian secara parsial (uji t) sanski perpajakan (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP 

Pratama Karawang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan mendapatkan 

sanksi Ketika melanggar peraturan yang berlaku, dan akan mendapat sanksi 

pidana atas pelanggarannya tersebut. Sanksi yang diberikan juga dinilai oleh 

wajib pajak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. 

3. Hasil penelitian secara parsial (uji t) kualitas pelayanan fiskus (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) 

pada KPP Pratama Karawang. Hal ini menujukkan bahwa semakin tinggi 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus selaku petugas pajak, maka 

semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Fiskus yang 

berkompeten dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, 

sehingga wajib pajak merasa puas dalam membayarkan pajaknya. 

4. Hasil penelitian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga hipotesis 

diterima, yang berarti penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan 

kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 
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hukum pajak semakin baik maka akan semakin baik dalam kepatuhan dan 

kewajiban perpajakannya. Semakin besarnya sanksi perpajakan yang 

memberatkan wajib pajak akan memaksa wajib pajak untuk patuh terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan dari pada harus membayar sanksi 

pajak yang tinggi oleh karena itu akan semakin meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Kualitas pelayanan fiskus 

yang diberikan oleh fiskus selaku petugas pajak, maka semakin memudahkan 

wajib pajak dalam membayar pajak. 

 

Saran 

Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan 

sebuah masukan dan saran. Untuk saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel lain selain 

penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus 

yang bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan 

tidak terfokus pada suatu batasan-batasan tertentu (satu KPP Pratama saja) 

sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan teknik pengumpulan data 

yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung. 

4. Fiskus diharapkan mampu meningkatkan lagi kualitas layanan yang diberikan 

kepada wajib pajak dengan memastikan proses perpajakan yang mudah akses, 

transparan, dan responsif serta fiskus dapat menerapkan penerapan hukum 

yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan. 

5. Wajib pajak diharapkan meningkatkan pemahaman tentang peraturan 

perpajakan yang berlaku serta inisiatif untuk mempelajari dan memahami 

ketentuan perpajakan dengan benar agar meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dan menghindari sanksi perpajakan. 

6. KPP Pratama Karawang diharapkan dapat mengembangkan wawasan untuk 

kebijakan, strategi dalam pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak serta 

memberikan pengarahan berupa sosialisasi dan undang-undang perpajakan 

mengenai ketentuan kepada wajib pajak orang pribadi agar lebih memahami 
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kewajiban perpajakan dan memberi kesadaran akan kewajiban pajaknya.   
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